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PERATURAN BUPATI PURWORAJO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEIOI,AAN BAI\TTUAN KEUANGAT,I
BERSIFAT KHUSUS BIDANG PARTWISATA

KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHIYIAT TUHAN YANG MAHA ESA

BT,JPATI PURSIORF^IO,

Menimbang: 
"' l#i*Hfi*" ffim, ff#ffi-r*#"f"ffi93

mernberikan banttran keuangan bersifat khusus bidang
pariwisata kepada Pemerintatr Desa ' dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b, trahwa unhrk memberikan pedoman dalam pengelolaart
bantuan keuangan sebagaimana rlimnlrsud pada.hr:ruf a
agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, telah diterbitkan Peraturan Bupati Rrrworcjo
Nomor 74 Tatrun zOLg tentang Pedoman Pengelolaarr
Bantrran Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata
kcpada Femerintatr Desa;

c. batrwa sejalen dengan perkembangan keadaan dan
perubatran peraturan penrndang-undangan,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pada
Eudatr tidak muai la8t *hingga pcrttr diganti
menerhitkan pcraturart yang banr;

d. batrwa berdasartran pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan hunrf c, perlu menetapkan
Pereturan Bupati t€ntang Homsn Pengelolaan Bantuan
Kcuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada
Femerintah Desa;

maka
hulrrf b
dengan

(
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Mengingat 1. Pasai 18 aya.t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pembenhrkan
Daerahdacrah Ibbupaten Dal,am LingkunganPropinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daeratr {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambeltan Lcmbaran Negara
Republik Indoneeia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa ka!i, teraktrir dengan Undang'Undang Noraor 11
Tahuu 2O2O tentang Cipta lGrja (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Perahrran Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Perahrran Pelaksarrean Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Deaa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Reptrblik
Indonecia Noaor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tshun
2O19 tentang Perubahan lfudua Atas Pcraturan Pemerintah
Nooor 43 Tahun 2104 tmtang Pcrahrran Felaksanaan
Undang-Undnng Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
632Lli

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TEI{TANG PEDOMAN PENGEI,OI.AAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KTIUSUS BIDANG
PARIWISATA KEPADA PEMERIMAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PaEal 1

Delam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah lhbupa.ten Puworcjo.
2. Pemerinah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin
pelakeanaan rlrusan pemcrintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rusorejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purwotqjo.
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5. Badart Pengelolaan Keuangian, Pendapatan dan Aset
Daernh ;rang eelaqiutnya disingkat BPKPAD adalah Badan
Fengelolaan l(euang:an, Psrdapqtafl dan Aset Dacrqh
Kabupaten Rrrworejo.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daeratr yatg selaqiutrrya dieebut Keryela, BPKPAD,
sdalah lftpale Badan Pengelolaan lhuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Pr.rrworejo.

7. Dinas Kepemudaan Olatrraga dan Fariwisata yang
selanjutnya disingkat Dinporapar adalah Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisa,ta l(abupaten
Rrrworejo.

8. Iftpala Dinas Kepemudaan Olatra6a dan Pariwisata yang
eelar$utrya disebut Kepala Dinporapar adalah Kepala
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan R*riwisata Kabupaten
Rrnrorejo.

9. Bantrran Keuangan Bersifat Ktrueus Bidang Pariwimta
Kepada Pemerintah Desa )rang selanjubnya disebut
Bar-rtr:an Keuangan Bersifat Iftrusue Bidang Pariwisata
adelah bantuan lceuangan ]pang diberikan oleh kmerintatr
Daeratr kepada Pemerintah Desa yang penrntukan dan
pengelolaannya ditenftrkan oleh pemberi banttran dalam
rangha pembangunan Desa darr pemberidayafil
masyarakat.

1O" Desa adal,atr kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batae wilayah yang berwenang untuk mengafilr urusarl

' pemerintatran, kepentingan masyarakat setempat,
beidasarkan pskarua matyarakat, hak aeal umrl
denlatau hak tradisional yang dielrui dan dihormati
dalam sietem Pernerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan berada di I(abupaten hrrworejo.

1 1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibar,rhr Perangkat
Sesa *heggi unsur pcnyelenggara Pemcrintatran hsa-

12. Kepala Desa adalatr Kepala Dese di l{abupaten hrrurorejo
yang Deearrya mendapatlcan Banhran Keuangan Bersifat
Ktrusus Bidang Pariwisata

13, Badan Permueyawaratan Desa yerrg selartjutnya disingkat
BPD adf,teh hmbagn yang mclakanakn furryi
pemerintatran yar€ anggotarrya merupahan wskil dsri
penduduk DeBa berdasarkan keterwalcilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

14. Anggaran Pendapatan" dan Belanja Deea ye.rrg selar{utnya
dieirEht APBesa, adalah netffiitt keusnggr tahullsil
Femcrintahan Dc$&,
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15. Kepala Uruaan
yang bcrtucag

Keuangan adalalr unsur Desa
mcmbantu Sehetarie Desa dalam urusan

tugBs-
flrgae pemerintahan di

16. Pengadaan Barang/Jasa di Desayang selanjutnya disebut
Barang/Jasa, adalah kegiatan unhrk
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik

dilakukan dengan cara swakclola maupun melalui

17. Thr Fsollitasi
Khusus Bidang lGpada Perneriatah Desa yang

Tim edalah Tim yang
dibentuk dan olch lGpala Dinporapar,

darl
cmluasi
I0rusus

Pasal 2

Femtur:an Bupati ht edelah untuk:

menydurlran Bantuan Keuangan

Bidang Pariwisata.

e.

b.

d.

rriEIrIl dan pcdoman bagi Fsmerintah

dan

a.

b.

tuan lGuangan Bcrsifat Khusus Bidang Pariwisata"

Pasel 3

Tqiuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
hukum

dan

Bantuao Keuangan
Pariwisata yang efektif, efieien,

Pasal 4

Rueng lingkup pefl8Bturan dalam Peraturan Bupati ini
mcliputi:
a. asasdan
b. alokasi,

jawaban;
c. monitoring den evalr.rasi serta PcDgawa8aa;

Fasilitasi;
e. sanhi; dan

lain-lain.

Khusus

,

f.
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BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

(1) Banhun feuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata
dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin angaran kinerja.

(2) Transparan sebageimana rlimeksl,r{ pada ayat (1),
dimaksudkan balrwa dqlarn pengelolaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata, maeyarakat
dapat mengakaee informasi seluas-luasnya.

(3) Akuntabcl ccbagaimana dirualcsud pada ayat (1),
dimak$rdken bahwa dalafir pengelolaan Bantuan
Keuangan Bcrrsifat Khusue Bidang Fariwisata dapat
dipertanggungiawabkan dalam rangka pencapaian tujuan
sesuai kine{a yang tclah ditetapten,

(a) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (1) ai'rrql<sq6kan bahwa dalam
pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifet Khusus Bidang
PariwiEata harus dilaksanakan secara tcpat wakttr dan
tepat gula yang didukung dengan bukti-bukti
adrninietraci yang deFat dipcrtang$ngiawabkan darr
dilaksanalen scflrei ke6nhran yang berlaku.

Pasal 6

(L) Bantuan Keuangan Bereifat Ktrusus Bidang Pariwisata
dikclola dengnn prinoip heratn terarah dan terkendali
scrta hanrs dapat dipertangungiawabkan secara
administrasi, teknis dan trukum.

(2) Semua pcncrirnaan dan peagcluaran Banflian Keuangan
Bereifat Khusuc Bidang Pariwisata dicatat dart
dibukr.rlran dalem Buku Administrasi Ituuangan Desa oleh
Kepala Urusen Keuangan.

5
{.



BAB III

AI,oI(ASI, PEI'IYALURAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Alokasi

Pasal 7

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata
dialokaailrsn untuk desa penghasil pendapatan asli Daerah
dari s€ktor pariwisata.

Bagian lGdua
Fenyaluran

Pasal 8

(1) Banhran Keuangan Bereifat Khusue Bidang Pariwisata
dapat disalurkan kepada Desa penerima alokasi bantrrarr
jika telah tercanft]m dalem APBDesa atau Perubahan
APBDesa deea yang bersangkutan pada tahun anggaran
berjatan.

{2} Feneapan alokasi dan besaran pencrimaan Bsntuan
Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata ditetapkan
dengan lGpuhrsan Bupati.

(3) Permohonan pencairan Banhran Ker:angan Bersifat
Khucus Bidang Pariwisata diajukan kepada Bupati c.q.
Kepala BPKPAD melalui ICpaIa Dinporapar sccara tertulis
dengan dila.mpiri:
a. surat permohonan pencairan Banaran Keuangan

Bereifat Ktrusus Bidang Pariwisata yang
diEndatangani oleh Kepala llesa dan distempcl baeah;

b. lnuitanEi tanda terima Banttran Keuangan Bersifat
Khusus Bidang Pariwisata yang bermeterai cukup dan
ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan
Keuangan eerta distempel basah;

c. fotolopi buku tabungan Eksning kae Dcsa, dilegalisir
pcjabat Bank yang bemtnang;

d, Perahrran Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa;

e. daftar rincian penggunaan Banhran Keuangan Bersifat
Khusue Bidasg Pariwisata yarrg dih$ngkan dalam
tEncana anggaren dan biaya aesuei dengan spesifikasi
barang, volume, dan harga;
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f" herita acara hasil verifikasi persyarfrtan peneairan
dana Banhran Keuangan Bersifat l(husus Bidang
Pariwisata dari Dinporapar;

g. Burat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa atas
pcnggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Bidang hriwieata; dan

h. surat pernyataan tanggung jawab Kepata Dinporapar
atas berkas permohonan pencairan Banhran
Iftusngian Bersifat Ktrusus Bidang Pariwisata.

i. keputusan Kepala Deoa t€ntang Pembenhrkan Tim
Teknis Kegiatan.

(4) Perrnohonan pencairan berikut larnpirannya sebagaimana
dimalcsud pada ayat (3) dibr.rat rangkap 3 (trga) dengan
ketenhran sebagai berilrut:
a. X (eatu| oet asli ditr4iukan kepada Bupati c.q. Kepala

BPKPAD melahri Xaeara, Dinporapar;
b. 1 (satu) set dialjul<an kepada Camat eebagai

ternbusan; dan
c. 1 (satu) set sebagai arsip Desa.

(5) Pencairan BanfiJan Kzuangan Ber"sifat l(husus Bidang
Parindmta akan dilakaanalen setelatl setnua pcrsyaf,atan
terpenuhi oleh DeBa dan berkas perruohonan pencairan
banhran telah diterima oleh BPKPAD secara lengkap dan
sah.

(Q Kepla BPKPAD menyalurkan langsung Banhran
Keuangan Bersifat Ktrusus Bidsng Pariwisata dari kae
umum daeratr ke rekening kas desa melalui bank yang
dittffijuk.

(7) Sctclah dana disqlurlmn, Kepala BPKPAD menyampaikan
surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa
melalui t<ppala Dinporapar dan temtnrsartnya dihrjukan
kcpada Caoat.

Bagian Ketiga
Penggunaarr

ksat 9

Banhran Keuangan Bidang Pariwiqata yang diterima
Pemerintalr Desa digunal€n unhrk membiayai kegiatan yang
mendukung pengembangan dan pengelolaan obyek wieata di
Desa *au kgiatan pcaaintahan, pcmbqngunsn dsil
pemberda5raan masyarakat resuai den8Bn hebutuhan Deaa.

1



Pasel 1O

(t) PeneBdaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Bantuen
Bersifat Khusus Bidang PariwisataKeuangan

dan tata cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang hrsumber dari
APtsDcsa atau Perubahan APBDesa.

(2) Barang/jaoa Jrang pcngadaannya dibiayai dari Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata diutamakan
unnrk barang/jasa yang yang
dan pengelolaan ohyek wisata di Deea.

Pasal 11

(1) Peogapgparan Pengpdaan Barang/Jaea yang dibiayai dari
Banfiran Bersifat Khusus Bidang Pariwisata
6dak boleh alokasi dana
Bersifat Ktrusus Bidang Pariwisata yang diterima, kecuali

(2) Kekurangan biaya Pengadaan Barang/Jaea
E€@aimana dimaksud pada ayat (1) dibcbankan pada

APtsDcea. yang bereumber dari
desa,

(3) Ddam hal terdapet alaa anggaran paoggunaan Bantuan
Pariwisata yang

r:ntuk membiayai tegiatan yang mendukung
pengembangan dan ob5rek wisata, sisa
ang8aran hanrs disetorkan ke rekening kas desa unhlk
diperhitunekan eebagai sisa lebih
dan dapat unark membieyai

pengernbengafl dan
pcngelolaan obyek wisata.

Bagian Keempa.t

Pasal f2

(1) Kepala Deea penerima Bentuen
Ktrusue Bidang Pariwisata FI{EEE
mutlak baik formal dan material atas
bantuan keuang;an yang ditcrimenya'

(2) Pertanggungiawaban i[fir5m
Bantuan Keuangart Bersifat Ktrusus Bidang Pariwisata

oleh DoBa
tidsk

I
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Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampa.ikan laporan pertanggungi
pengunsqn Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Pariwisata kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD
Dinporapr.

awaban
Bidang
mclalui

(2) l^aporan pcrtanggungiawaban penggunaan banhran
kcuangan acbegEimena dimak$ud pada ayat (U, tsrdiri
ataE;
a, salinan Eurat pcrAngUngiawaban laporan

pert8nggungiawaban berupa bukti-bukti pengeluaran
,rang lengkap darr 6att seeuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangkap I
(sattrl;

b, foto kegiatan/hasil Fsngadeen Barang/Jasa;
c. surat pernyetaan tanggung jawab yang menyatakan

bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah
digunelian scsuei Rencana Anggaran dan Biaya dari
IGpala Deea dalam mngkep I (satu) dan bermetcrai
cukup.

(3) Dokumen pertanggungiawaban yang asli disimpan dan
dipcrgunakan oleh Femerintah Desa penerima Bantuan
IGuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata sebagai
offek pemeriloaaa.

BAB IV

MONTTORTNG DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Badan IGsatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengplolaan Bantuen
Keuangan Bersifat Khusue Bidang Pariwisata dilakukan
sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna,
tepat walrhr, tcpat saearan dan tcrtib administrasi.

(2) Monibrirg dan evaluasi sebagairuana dirnaksud Pada ayat
(t) dilakukan oleh Tim Fasilitasi.

(3) Monitoring dan erraluasi sebagEirnana dirnaksud pada ayat
(U dilaksanakan dengan melakukan pemantauan sccara
berkela, baik pada saat pcrciapan, pclaksanaan mauPun
pasca kegiatan.

(a) Pengendalian kegatan dilaksanakan melalui pendekatan
adniinistragi kegiatan maupun fisik.

I
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Bagian Kedua
Penga.wasan

Pasd 15

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Bidang Pariwisata berupa pengawasan
umum oleh masyarakat dan pengawaaan fungsional oleh
Aparat Penpwas hternal Femerintah.

(2) Pengawasan umum oleh maqlarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan
ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Banhran
kuangpn Bereifat Ktrusus Bidang Pariwisata.

(3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Penga.was Intemal
Pemerintah s6legeirnana dimaksud pada ayat (1),
ditujulcan tcrhadap pclaloanaan pengelolaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Bidang Periwisata beocrta
kegiatannya.

(4) Dalam hal berdasarkan haeil pengawaean umum oleh
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (21,
ditemukan iadikasi terjadirya penyimpengan dan/atau
pehyalahgunaan Bantuan Keuangan Bcrsifat Khusus
Bidang Pariwisata" penyelesaiannya dilaksanakan secara
berje4iang mulai dari tingkat Desa, tingkat kecamatan
dan tingkat kabupaten.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditemulen indikasi terjadinya

dan/atau penyalahgunaan Bantuan
Keuangen Bersifat Khusus Bidang Pariwisata,
penlrclesaiannya dilaksanalen sesuai dengan ketentuan
perahlran perundang-undangan.

BABV

TIM FASII,JTASI

Pasal 16

(l) Dtnporapar membentuk Tim Faeilitasi untuk mendulnrng
pengelolaan Bantuan lGuangan Bersifat Ktrusus Bidang
Pariwisata,

6
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(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimakeud padi ayat (l)
berhrgas:
a. memberikan liasilitasi kcpada Desa dalam pengajuart

permohonan Bantuan lftuangan Bersifat Khusus
Bidang Psriwisata;

b. melakukan verifikasi terhadap pe,mohonan Bantuan
IGuangan Bersifat Ktrusue Bidang Pariwisata; dan

c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pengelolaan Bantuan Ketrangan Bersifat Khugus
BidanS Pariwisata-

(3) Biaya operasional Tim Fasilitaei scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), bereumber dari anggaran pendapatan dart
bclanja Daerah yang dialokacikan pada Dinporapar.

BAB VI

TETENTUAN I.AIN.I,AIN

Pasal 17

Pemberian
PariwisatE
Daerah.

Bantuan Keuangan Bersifat Ktrusus Bideng
diberikan eesuai dcogan kernampuan keuangan

Pasal 18

Percncanaan kcgetan harus akurat dEn jika ditcmukan
kckura$ganlrpesifikani barang dalam rpElisasi kegiatan,
maka traflre memenuhi target minimal spesifikasi barang
seguai roncana anggaran dan biaya yang tclah ditctaplqn.

Pasal 19

(l) Dalatn hal Banhran Keuangan Bersifat Khueus Bidaag
Pariwisata tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir
ahwr anggaran berkenaan dikarenakan kcsalahan/
kelalaian dari Pemerinteh Desa yang bcrgsnglutan. maka
dana Banfiran Kerungan tidak dapat dicairkan pada
tahun angaran selanjutnya.

(2) Dalam hd Bantuan lGuangan Bersiliat Khusus Bidang
Pariwisata tidat dapet disalurkan sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan bukan lsrena kesal,ahan/
kctalaian dari P-crnerintah Dece yarg tereanglrutan, maka

Banfuan lfuuaogan rlilqksana&an berdasarkan
Keputusan Bupati.

{l1



BABVII

PENUTUP

20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Nomor 74 Tahun 2019 tentang

Khusus
Pariwisata kepada Pemerintah

Tahun 2019 Nomor 74 Seri E Nomor
56), dicabut dan dinyatakan tidak berlahr.

. Pasal 21

ini mul,ai berlaku tanggBl

orang
tnt

delam B€rita Daerah Kabupa.ten

Ditctapkan di
tanggal I 'tt' Lo1*

di
,

{, i? tl +
pada tanggial -il ' 2.o1:L
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